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MENINGKATKAN PERAN KELOMPOK PENEKAN
DALAM PERCATURAN POLITIK

Miranu Triantoro
mir.stkip@gmail.com

STKIP PGRI BLITAR

Abstrak: Kelompok penekan dalam percaturan politik suatu negara merupakan
sebuah fenomena yang tidak pernah bisa terelakkan, karena melalui peran inilah suatu
kelompok dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh orang-orang
yang mampu memenangkan pertarungan politik. Fakta telah menunjukkan bahwa
dalam sejarah perjalanan sistem perpolitikan di Indonesia hingga sekarang ini
kelompok penekan (pressure group) memiliki peran yang menentukan dalam
membangun dan melaksanakan sebuah kebijakan yang berbasis pada kepentingan
rakyat. Oleh karena itu, maka memperkuat posisi kelompok penekan dalam
memberikan kontribusinya dengan memperkokoh persatuan antar kelompok
penekan, melakukan analisa terhadap kebijakan politik dan lobi-lobi politik maupun
penyampaian usulan dan tuntutan serta aktivitas lain perlu ditingkatkan untuk
mencapai tujuan bersama masyarakat yang lebih maju dan berkemakmuran.

Kata Kunci : Kelompok Penekan, Percaturan Politik.

Abstract: Pressure group in the political arena of a country is an inevitable
phenomenon, through this action, the group can influence the policies made by
government. Facts have shown that in the history of political system in Indonesia from
past until now the pressure group has a decisive role in establishing and implementing
a policy based on the interests of the people. Therefore, it is necessary to manage the
position of pressure group in contributing to strengthen the unity among pressure
groups, analyzing the policy and political lobbying as well as the submission of
proposals and demands and other activities to achieve the common goal of society to
be more advanced and prosperous.

Key Words : Pressure groups, political arena.

PENDAHULUAN

Pasang surut perjalanan per-
politikan di Indonesia setelah kemerdekaan
hingga masa reformasi belum mampu me-
nunjukkan praktek demokrasi yang diharap-
kan sesuai dengan landasan konstitusional
kita, yaitu sebuah demokrasi yang berciri-
kan musyawarah mufakat dengan mendasar-
kan diri pada hikmat kebijaksanaan. Berba-
gal macam perebutan kekuasaan, baik da-
lam bidang legislatif melalui pelaksanaan
pemilihan umum secara langsung, umum,
bebas dan rahasia serta jujur dan adil mau-
pun pelaksanaan pemilihan Presiden dan
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Wakil Presiden yang dilaksanakan secara
langsung oleh rakyat masih berupa jargon-
jargon yang belum mampu dilaksanakan se-
cara konsisten dan bertanggung jawab oleh
berbagai masyarakat yang ada di negara
Indonesia.

Berbagai calon dan kader politik
yang berebut kekuasaan dalam pesta demo-
krasi belum mampu menunjukkan kapasitas-
nya sebagai figur yang benar-benar mampu
menyuarakan aspirasi dan berjuang untuk
masyarakat secara luas, mereka masih ba-
nyak berjuang untuk kepentingan pribadi
dan atau organisasi politiknya. Oleh karena



itu wajar jika dalam pelaksanaan pemilihan
umum diwarnai dengan jumlah golongan
putih yang cukup memprihatinkan.

Perubahan Orde Baru menuju Orde
Reformasi yang diharapkan mampu mengang-
kat citra perpolitikan dan percaturan politik
di Indonesia tidak serta merta mampu untuk
merubah penampilan dan wajah politik yang
aspiratif, tetapi hanya masih sekedar mem-
beri peluang pada kelahiran partai-partai
politik baru yang belum mampu berkiprah se-
cara baik dalam membawa bangsa Indonesia
menuju kepada pelaksanaan demokrasi yang
sesuai dengan konsep demokrasi Pancasila
yang mengedepankan prinsip musyawarah mu-
fakat yang dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan,
Kemanusiaan, dan persatuan menuju kepada
peningkatan kesejahteraan masyarakat Indo-
nesia.

Fakta riil dalam perjalanan partai
politik di Indonesia setelah orde baru jatuh
akibat demonstrasi yang dilakukan oleh Ma-
hasiswa sebagai kelompok penekan yang suk-
ses dalam mempengaruhi kebijakan-kebijak-
an politik adalah munculnya 48 partai politik
yang ikut dalam pesta demokrasi pada awal
reformasi yakni pada tahun 1999 dengan sis-
tem baru “Proporsional berimbang dengan
sistem stelsel daftar, yang telah melahirkan
pasangan Presiden Abdurahman Wahid
(Gus Dur) dengan Wakil Presiden Megawati
Soekarnoputri. Dalam pelaksanaan Pemilu
tahun 2004, yang diikuti oleh 24 partai po-
litik, sesuai dengan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku telah diselenggarakan
pelaksanaan pemilihan presiden dua putaran,
karena dari beberapa pasangan yang ada (da-
lam putaran pertama) tidak ada yang bisa
mendapatkan suara lebih dari 50%, sehingga
menyisakan dua calon pada putaran yang ke-
dua, dengan, masing-masing calon Ibu Megawati
Soekarnoputri berpasangan dengan Hazim
Muzadi dan H. Susilo Bambang Yudoyono ber-
pasangan dengan Mohammad Jusuf Kalla,
yang pada pelaksanaannya dimenangkan
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oleh pasangan Bambang Yudhoyono dan M.
Jusuf Kalla. Demikian juga dalam pelak-
sanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden yang secara langsung dipilih oleh
rakyat pada tahun 2009 dan 2014, yang me-
lahirkan pasangan baru Joko Widodo sebagai
Presiden dan Mohammad Jusuf Kalla sebagai
Wakil Presiden yang telah diputuskan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil
Pilihan Presiden, masih banyak menyisakan
permasalahan-permasalahan disekitar ting-
kat partisipasi dan peran partai politik dalam
mengusung kadernya dalam pelaksanaan
pesta demokrasi.

Kondisi riil, ketidakmampuan par-
tai politik dan rendahnya tingkat kedewasaan
politik masyarakat lebih diperparah lagi de-
ngan adanya berbagai macam pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi di sekitar pelak-
sanaan pemilihan kepala daerah yang secara
langsung juga dipilih oleh rakyat. Praktek po-
litik uang (money politic), intimidasi, dan bah-
kan jual beli perkara di pengadilan akibat
sengketa pemilihan kepala daerah telah me-
warnai percaturan politik di Indonesia. Oleh
karena itulah maka berbagai kelompok-ke-
lompok masyarakat/kelompok penekan, ber-
bagai elemen-elemen masyarakat perlu me-
ningkatkan partisipasinya dalam mengawal
pelaksanaan pemilu maupun pemilukada yang
merupakan salah satu nafas dari negara de-
mokrasi.

KELOMPOKPENEKAN

Makna Kelompok Penekan

Kelompok Penekan yang lazim di-
sebut dengan istilah “Presure Group” pada
dasarnya merupakan sebuah kelompok atau
organisasi yang terdiri dari beberapa orang
yang memiliki kemampuan untuk melaku-
kan dan/ atau membuat tuntutan dalam rang-
ka mempengaruhi pembuatan dan atau pe-
laksanaan kebijakan publik, baik secara lang-
sung maupun tidak langsung.
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Kemampuan kelompok atau orga-
nisasi ini tidak serta merta harus berada di
lembaga formal pemerintahan, artinya me-
reka berusaha benar-benar mengajukan
tuntutan-tuntutan demi pelaksanaan peme-
rintahan yang lebih baik tanpa harus masuk
dalam jaringan penguasa atau pemerintah.
Hal ini selaras dengan konsepsi yang dike-
mukakan oleh Maurice Duverger (1984, vii-
viii) yang mengemukakan “any group or
organization which by persuasion, pro-
paganda, or other means, regulary attempts
to influence and shape the policies of
goverment”, yang berarti bahwa kelompok
kepentingan merupakan sebuah kelompok
atau organisasi yang berusaha untuk mempe-
ngaruhi kekuasaan pemerintah dengan menga-

jukan tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan
dalam rangka membuat kebijakan.

Pemahaman akan konsep presure
group/kelompok penekan yang lebih berfo-
kus pada upaya untuk mempengaruhi ke-
bijakan-kebijakan politik pemerintah sesuai
dengan fenomena dan kepentingan rakyat
yang diperjuangkan inilah dalam perkem-
bangan selanjutnya seringkali diidentikkan
dengan interest group atau kelompok kepen-
tingan, walaupun sebenarnya memiliki per-
bedaan-perbedaan prinsip jika ditinjau dari
beberapa aspek.

Diantara beberapa perbedaan antara
kelompok penekan dengan kelompok
kepentingan dapat disajikan dalam tabel
berikutini:

Tabel

Perbedaan antara kelompok penekan dan kelompok kepentingan

SUDUT : KELOMPOK
ALl TINJAUAN el sl S KEPENTINGAN

1. Arti Sekelompok manusia yang ber- Sekelompok manusia yang
satu (mengadakan persekutuan) bersatu (mengadakan perse-
dalam sebuah lembaga ke- kutuan) dengan dilandasi oleh
masyarakatan yang aktivitasnya kepentingan-kepentingan ter-
diarahkan untuk memberikan tentu dan berusaha mempe-
tekanan kepada pihak penguasa ngaruhi  kebijakan politik
(penentu kebijakan) agar meng- vyang dibuat oleh lembaga-
akomodasi kepentingannya. lembaga politik.

2. Fokus/orientasi Mempengaruh1 dan menekan Proses perumusan kebijakan
pejabat pemerintah untuk me- umum yang dibuat oleh pe-
nyetujui tuntutan mereka merintah  dan  bagaimana

mengartikulasi berbagai ke-
pentingan tertentu kepada Pe-
merintah, sehingga pemerin-
tah menyusun kebijakan yang
menampung kepentingan ke-
lompok

3. Sifat Jangka Pendek Jangka Panjang




Terlepas dari berbagai perbedaan
tersebut di atas, sebenarnya baik kelompok
penekan maupun kelompok kepentingan me-
miliki tujuan yang sama, yaitu untuk mem-
pengaruhi pemerintah dan/atau para wakil
rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif
agar peraturan perundang-undangan atau
kebijakan yang dibuat sesuai dengan kepen-
tingan atau tuntutan yang sedang diperjuang-
kan bersama. Juga sama-sama tidak berusaha
untuk menempatkan wakilnya duduk dalam
lembaga perwakilan atau pemerintah.

Macam-macam Kelompok Penekan

Dalam laju perkembangan sejarah
bangsa Indonesia, mulai sebelum kemer-
dekaan hingga setelah kemerdekaan, baik
pada masa orde lama, orde baru, maupun
orde reformasi saat sekarang ini, tidak pernah
terlepas dari berbagai organisasi-organisasi
yang berusaha menyuarakan aspirasi-aspi-
rasi masyarakat yang menuntut agar berbagai
macam keinginan dan harapannya dapat ter-
penuhi demi peningkatan kesejahteraan hi-
dup seluruh masyarakat dan bukan hanya
untuk sekelompok atau golongantertentu saja.

Banyak berbagai organisasi yang
mengatasnamakan masyarakat dari berbagai
aspek atau bidang, baik politik, ideologi, eko-
nomi, sosial, budaya, pertanian, nelayan, per-
dagangan, perindustrian dan bahkan agama
yang berusaha untuk melakukan lobi-lobi
dan tuntutan-tuntutan untuk merealisasikan
berbagai aspirasi anggota-anggotanya. Stra-
tegi yang ditempuhpun ada berbagai macam,
baik secara keras/radikal hingga cara-cara
yang bersifat persuasif(dengan cara halus) me-
lalui internalisasi nilai-nilai yang diyakini.

Berdasarkan pada berbagai macam
keanekaragaman bidang, bentuk tuntutan dan
sifat yang ada pada masing-masing kelom-
pok penekan, maka secara umum dapat dike-
lompokkan sebagai berikut :
1. Kelompok Eksklusif dan kelompok

Parsial.
Sebuah kelompok penekan dika-
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takan eksklusif manakala kelompok ini
hanya mengambil tindakan dalam bidang
politik saja dan ditekankan kepada kekua-
saan politik. Hal ini biasanya dilakukan
oleh kelompok-kelompok yang profesional
dalam melakukan lobi-lobi politik. Setelah
Orde Baru tumbang dan berganti dengan
orde reformasi kita bisa melihat bagaima-
nasepak terjang Poros Tengah dalam menge-
golkan tuntutan politiknya, sehingga mam-
pu membawa Gus Dur menjadi Presiden
Republik Indonesia. Termasuk berbagai
kasus yang berhasil diungkap setelah orde
reformasi berjalan hingga sekarang ini.
Misalnya terkait dengan Dana BLBI, Century,
“cicak vs buaya” dan juga kasus-kasus
korupsi yang melibatkan berbagai tokoh
politik hingga berbagai pejabat negara yang
menyalahgunakan kewenangannya.

Sedangkan dikatakan parsial jika
kegiatan politik mereka hanya merupakan
salah satu bagian dari aktivitas yang di-
lakukan. Artinya jika mereka memiliki se-
buah alasan-alasan yang memang meng-
haruskan dia terlibat kedalam agenda po-
litik atau mungkin memiliki tujuan jangka
panjang dengan melibatkan diri dalam rang-
kaian kegiatan politik. Hal ini biasanya
dilakukan oleh kelompok-kelompok kepen-
tingan baik profesi maupun yang lain. Mi-
salnya SPSI (Sarikat Pekerja Seluruh In-
donesia), SBSI (Sarikat Buruh Seluruh In-
donesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia),
MUI (Majelis Ulama Indonesia), Orga-
nisasi-organisasi Pemuda dan Mahasiswa,
dan lain-lainnya.

2. Kelompok Swasta dan kelompok resmi.
Yang dimaksud dengan kelom-

pok swasta disini adalah kelompok pene-
kan yang terdiri dari organisasi swasta yang
memiliki anggota dan lingkup kegiatan
pada bidang-bidang yang bersifat swasta.
Kelompok swasta ini cenderung didirikan
sebagai perpanjangan tangan pihak asing
agar dapat ikut terlibat dalam perputaran



ekonomi, politik atau sub kehidupan lain
di suatu negara yang ditunjuk. Sebaliknya
kelompok resmi adalah kelompok penekan
yang ruang lingkup dan anggotanya terdiri
dari badan-badan resmi atau badan pe-
merintahan.
. Kelompok-kelompok penekan Palsu.

Kelompok penekan palsu adalah
organisasi-organisasi yang melancarkan te-
kanan-tekanan politik dengan tidak mem-
bentuk kelompok penekan, artinya hanya
terdiri dari beberapa individu (baik tekno-
krat ataupun pakar/ahli) yang secara ber-
sama-sama membentuk kelompok yang
tidak selalu bekerja untuk diri mereka sen-
diri tetapi untuk orang lain ataupun se-
buah badan tertentu.

Menurut Maurice Duverger (1984,
128) kelompok ini terdiri dari dua jenis
kelompok penekan, yakni :

a. Kelompok penekan teknis.

Kelompok ini sebenarnya ha-
nyalah organisasi teknis belaka, sehing-
ga ada keragu-raguan untuk menyata-
kan sebagai kelompok penekan. Akan te-
tapi, pada kenyataannya mereka dapat
melakukan tekanan-tekanan politik pa-
da pemegang kekuasaan politik. Dian-
tara beberapa contoh dari kelompok pe-
nekan teknis ini adalah
1) Komitepengumpul dana kampanye.

Yang dimaksud adalah ke-
giatan-kegiatan yang dilakukan un-
tuk mengumpulkan dana yang dila-
kukan dalam membiayai kampa-
nye yang dilakukan oleh Partai da-
lam pelaksanaan pemilihan umum.
Hal ini bisa dilakukan terhadap para
calon yang akan menduduki jabatan
politik maupun dari partisipan-par-
tisipan yang lain. Setelah sebuah par-
tai atau seseorang menduduki ja-
batan politis atau kekuasaan, maka
mereka dapat memberikan tekanan-
tekanan agar mampu memberikan
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keuntungan pada komite pengum-
pul dana yang bersangkutan. Secara
riil kita dapat melihat bagaimana
upaya yang telah dilakukan “SBY-
Kalla Fans Club” sebagai wadah koor-
dinasi penggalangan suara dari ba-
wah, meskipun Yusuf kalla menga-
takan bukan sarana penggalangan da-
na untuk memuluskannya menjadi
Presiden dan Wakil Presiden, dan ha-
nya mengemukakan bahwa dana itu
diperoleh melalui penggalangan dana
dari kalangan pengusaha di Jakar-
ta dan Bali. (http://m.liputan6.com/
news/ read/78654/dana-kampanye-
sby-kalla-rp-100-miliar, diakses
tanggal 7 September 2016).

Berbeda dengan pemilihan
Presiden tahun 2014 antara Jokowi-
Jk dan Prabowo-Hatta kedua pa-
sangan calon Presiden, sama-sama
membuka rekening untuk pihak-pi-
hak tertentu yang memberikan sum-
bangan bagi pelaksanaan kampanye,
untuk selanjutnya dilaporkan kepa-
daKPU.

2) Lobby.

Yang dimaksud dengan lob-
by disini adalah sebuah organisasi
atau badan khusus yang memberi-
kan pelayanan kepada siapa saja yang
membutuhkan bantuannya, dengan
memberikan upah tertentu tanpa me-
lihat dari sudut pandangan politik
yang bersangkutan, untuk bertindak
atas nama mereka atau peminta ban-
tuan tersebut. Dalam perkembang-
an selanjutnya lobi ini dapat dilaku-
kan oleh individu-individu atau or-
ganisasi yang bertujuan untuk mem-
pengaruhi dan atau menyamakan per-
sepsi mengenai tujuan-tujuan poli-
tik tertentu. Misalnya saja apa yang
dilakukan oleh Partai Demokrat ke-
tikamenunjuk Ruhut Sitompul menjadi



Ketua Komisi 3 menggantikan Gede
Pasek Suardika ditolak oleh sejum-
lah anggota komisi, sebagaimana di-
kemukakan oleh Ketua fraksi demo-
krat sebagai berikut “Yang jelas se-
bagai ketua fraksi kami akan segera
melakukan lobi-lobi politik dan itu
sebuah keniscayaan dan itu bukan
hal dilarang”. (https.//www.merdeka.
com/politik/ ruhut-ditolak-demokrat-
pasang-badan-lobi-politik-dilakukan.
html, diakses tanggal 7 September
2016).
3) Biro-biro propaganda swasta.
Dalam hal ini aktivitas yang
dilakukan bersifat parsial dan dapat
dilakukan dengan cara membagikan
poster-poster, brosur-brosur dan ri-
salah-risalah politik pada partai-par-
tai dan kandidat-kandidat yang me-
ngontraknya.

b. Surat kabar dan Media Informasi.

Surat kabar dan media infor-
masi ini dapat dimasukkan kedalam
kelompok penekan palsu, karena di da-
lamnya banyak ditemukan tenaga-te-
naga teknis yang dapat melancarkan te-
kanan-tekanan politik melalui media-
media yang diterbitkan baik melalui
artikel di sebuah koran atau majalah,
berita-berita di sebuah radio maupun di
televisi-televisi. Dalam pelaksanaan Pe-
milihan Presiden dan Wakil Presiden
2014 antara Jokowi—JK dengan Prabowo
— Hatta, salah satunya kita bisa melihat
dari TV swasta yang melakukan afiliasi
dan keberpihakan dian-tara pasangan
calon, misalnya TV One dan Metro TV.

PERCATURAN POLITIK

Politik adalah sebuah “permainan”
yang mengarah kepada bagaimana sebuah
kekuasaan, kedudukan atau sebuah perta-
ruhan dapat dimenangkan. Oleh karena itu
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kecenderungannya adalah bagaimana se-
seorang yang terlibat dalam kompetisi po-
litik dapat memenangkannya, sehingga di-
sinilah diperlukan adu strategi dan teknik
atau taktik yang mampu mengajak dan meng-
gerakkan seluruh elemen yang ada untuk
bersama-sama mencapai tujuan tersebut. Ter-
kait dengan strrategi dan teknik, maka jang-
kauan seseorang harus lebih luas dan pan-
jang, ibarat dalam sebuah istilah kemiliteran
adalah “To win the war, not to win the battle”
yang berarti memenangkan perang, bukan
memenangkan pertempuran. Dengan kata
lain bahwa diperlukan sebuah strategi untuk
memenangkan perang dan taktik untuk me-
menangkan pertempuran.

Berdasarkan pada konsep pemikir-
an di atas, maka percaturan politik adalah se-
buah permainan yang penuh dengan strategi
dan taktik untuk memenangkan sebuah kom-
petisi politik yang terjadi pada kehidupan ber-
masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ber-
bagai implementasi demokrasi Pancasila yang
berupa pemilu angggota legislatif, pemili-
han Presiden, Pemilihan Kepala Daerah Ting-
kat Satu (Gubernur dan Wakil Gubernur), Pemi-
lihan Kepala Daerah Tingkat dua (Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota)
hingga pilihan-pilihan Kepala Desa hingga
perangkat bawahnya) merupakan contoh
dari percaturan politik yang terjadi di dalam
negeri. Sedangkan percaturan politik di luar
negeri sangat terkait dengan politik luar ne-
geri yang ada di negara kita, yakni “Politik
Bebas Aktif”. Terkait dengan Implementasi
politik bebas aktifini, menurut Iswara Ananda
Lestari ada tiga langkah atau hal yang harus
dilakukan oleh Indonesia untuk memegang
posisi strategis dalam forum internasional,
yakni Pertama, Memperkokoh stabilitas kea-
manan dalam negeri dan stabilitas politik do-
mestik, dengan mempersempit dan menghan-
curkan ruang gerak segala bentuk tindakan
kriminal, anarkis dan pergerakan vandalism
yang mengatasnamakan agama, lalu sebisa
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mungkin membuka berbagai ruang diskusi
yang cerdas, demokratis dan terbuka agar mas-
yarakat tidak mudah disesatkan oleh propa-
ganda asing yang belum tentu benar. Kedua,
memperkuat kerjasama Ekonomi dan Kea-
manan regional dengan Negara-negara ASEAN,
agar tercipta zona stabilisasi dan kondusif
ASEAN, untuk merangsang gairah investasi
ke daerah. Ketiga, Indonesia harus lebih ber-
peran aktif dan meningkatkan posisi tawar-
nya di berbagai forum kerja sama interna-
sional seperti di forum PBB, KAA, OKI,
APEC, dan organisasi multilateral lain yang
diikuti Indonesia. Kemudian dalam kerja-
sama multilateral dan politik internasional
Indonesia jangan terpancing oleh berbagai
intimidasi, intervensi, rayuan dan terlibat da-
lam konflik internasional yang justru akan
menyulitkan posisi tawar Indonesia dike-
mudian hari. Selamat dan sukses Penye-
lenggaraan KAA. (http://suaradewata.com/
read/2015/04/11/1063/ Posisi-Indonesia-Dalam-
Percaturan-Politik-Internasional. html,
diakses tanggal 8 September 2016).

MENINGKATKAN PERAN KELOMPOK
PENEKAN

Era reformasi yang salah satunya
ditandai dengan berbagai aktifitas masyara-
kat yang luar biasa dalam mengekspresikan
diri setelah terkungkung dengan orde baru
karena banyak menekankan pada strategi sta-
bilitas keamanan menunjukkan bahwa ma-
syarakat benar-benar memerlukan wadah yang
mampu menyalurkan berbagai aspirasi yang
dimilikinya demi perbaikan keadaan bangsa
yang “dirasakan” semakin tidak menunjuk-
kan perlakuan yang tidak seimbang antar ke-
lompok masyarakat yang ada dalam keane-
karagaman bangsa Indonesia, baik kelompok
minoritas maupun kelompok mayoritas, ke-
lompok- kelompok agama, suku, bangsa dan
lain sebagainya.

Berbagai organisasi dan kelompok-

kelompok di masyarakat tumbuh “’bak jamur
di musim penghujan”, dan meliputi berbagai
bidang atau aspek yang senantiasa berusaha
secara aktif untuk memberikan pengaruh dan
tekanan-tekanannya kepada seluruh pejabat
negara (supra struktur politik : MPR, DPR,
DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mah-
kamah Konstitusi, Komisi Yudisial, KPK dan
lembaga-lembaga negara lain), baik dengan
melalui penyampaian tuntutan-tututan secara
terbuka maupun dengan melakukan lobi-lobi
agar kepentingannya diakomodir dalam se-
buah kebijakan politik yang akan dihasilkan
atau diputuskan oleh Pemerintah.

Dengan mencermati berbagai feno-
mena kehidupan politik dan sistem pemerin-
tahan yang berkembang saat ini, yang ditan-
dai dengan sebuah ‘“kebebasan yang tidak
berkepribadian dan berkebudayaan” maka
diperlukan peran serta dan partisipasi semua
pihak untuk bersama-sama menciptakan si-
tuasi dan kondisi yang bersifat kondusif da-
lam rangka membangun dan membenahi ta-
tanan kehidupan masyarakat yang berke-
adilan dan berkemakmuran.

Kelompok penekan yang merupa-
kan salah satu pilar dalam sistem demokrasi
Pancasila sudah barang tentu memiliki peran
dan tanggung jawab moral dalam mengawal,
mengerahkan dan mengendalikan berbagai
komponen bangsa untuk tetap berada pada
relnya yaitu tercapainya tujuan nasional se-
bagaimana tertuang dalam pembukaan UUD
1945 alinia IV, yaitu melindungi segenap bang-
sa dan seluruh tumpah darah Indonesia, me-
majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut serta dalam me-
melihara perdamaian dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial. Dalam konteks inilah maka berbagai
kebijakan-kebijakan politik harus dibuat oleh
lembaga-lembaga politik (supra struktur po-
litik) yang memiliki kewenangan untuk mem-
buatnya, baik oleh lembaga eksekutif, lem-
baga legislatif maupun lembaga yudikatif.



Sedangkan infra struktur politik, baik partai
politik, kelompok-kelompok kepentingan, ke-
lompok-kelompok penekan dan organisasi-
organisasi lain yang sejenis dapat membe-
rikan masukan-masukan yang berarti baik
melalui wakilnya yang sengaja didudukkan
pada sebuah jabatan dan lembaga politik
maupun melalui berbagai usulan secara pri-
badi maupun organisasi yang disampaikan
baik seccara lisan, tulisan maupun perbuatan.
Sebagai sebuah kelompok penekan
yang berusaha untuk mempengaruhi kebijak-
an dari pemerintah agar mengabulkan tun-
tutan yang disampaikan, maka ada beberapa
langkah yang bisa dikembangkan untuk me-
ningkatkan perannya dalam percaturan po-
litik/ pemerintahan. Diantara langkah pe-
ningkakatan peran tersebut dapat dikemuka-
kan sebagai berikut :
1. Memperkokoh persatuan diantara kelom-
pok penekan.

Dalam sebuah sistem demokrasi
keberadaan kelompok penekan cenderung
berkembang sesuai dengan tatanan ke-
hidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber-
negara. Sehubungan dengan kondisi riil
semacam itu maka berbagai macam ke-
lompok penekan tersebut dapat bekerja-
sama untuk menyampaikan tuntutan-
tuntutan mereka yang bersamaan, Arti-
nya kelompok-kelompok kepentingan yang
ada dalam masyaraakat dapat dipersatu-
kan dengan adanya “tuntutan yang sama”.
Sehingga kehadiran mereka benar-benar
dapat diperhitungkan oleh pemerintah
dan/atau pengambil kebijakan politik.

2. Melakukan analisa terhadap berbagai ke-
bijakan dan lobi-lobi politik.

Kelompok-kelompok penekan
harus senantiasa memiliki analisa yang ta-
jam terhadap kebijakan-kebijakan poltik,
yang tidak hanya sekedar mengarah ke-
pada stabilitas politik, akan tetapi juga ter-
kait dengan pengaturan sistem politik yang
berlaku dan diberlakukan.
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Salah satu contohnya adalah ba-
gaimana sistem kepartaian dan pemilihan
umum (anggota legislatif dan Presiden/
Wakil Presiden) serta pemilihan kepala
daerah tingkat I dan II yang diterapkan di
Indonesia, Kita bisa melihat betapa
semenjak Orde Baru Partai Politik tidak
bisa berkembang dengan baik, sehubu-
ngan dengan sistem yang diterapkan pa-
da saat itu yang hanya terdiri dari PPP, PDI
dan Golkar dan itupun banyak diken-
dalikan oleh Pemerintah yang berkuasa.
Namun demikian semenjak jatuhnya orde
baru dan beralihnya ke Orde Reformasi
Partai Politik sangat luar biasa banyaknya,
sehingga perlu pembatasan-pembatasan
dan pengaturan yang secara rasional dapat
diterima oleh semua pihak. Disamping ju-
ga adanya perubahan sistem pemilu mau-
pun pemilukada/ pilkada yang dilakukan
secara langsung.

Berbagai macam kebijakan-
kebijakan politik inilah yang sebenarnya
dapat dijadikan sebagai sarana dan waha-
na bagi kelompok-kelompok penekan un-
tuk menyampaikan tuntutan-tuntutannya
jikalau tidak sesuai dengan prinsip-prin-
sip dasar dalam pelaksanaan demokrasi Pan-
casila melalui lobi-lobi politik yang dila-
kukan secara informal maupun kelem-
bagaan.

3. Melakukan usulan-usulan dan tuntutan.

Wujud nyata dari peran kelom-
pok penekan adalah usulan-usulan dan
tuntutan-tuntutan yang disampaikan kepa-
da pemerintah atau pengambil kebijakan
politik negara. Dalam hal ini usulan-usulan
dan/atau tuntutan-tuntutan yang disam-
paikan dapat dilakukan secara lisan me-
lalui dengar pendapat dengan lembaga ek-
sekutif, yudikatif maupun legislatif, da-
pat juga secara tertulis melalui bebera-
pa media dan wakilnya yang duduk da-
lam lembaga-lembaga politik, serta da-
pat pula disampaikan melalui demonstrasi-
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demonstrasi atau orasi ilmiah ketika se-
dang melakukan penyampaian pendapat
dimuka umum, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan peran kelompok pene-
kan dalam percaturan politik ini, merupakan
wujud partisipasi masyarakat dalam bidang
politik yang sekaligus menjadi prasarat dari
sebuah negara demokratis. Oleh karena itu
maka sebagai seorang warga negara yang me-
miliki kemampuan untuk menganalisa dan me-
lihat perkembangan politik menuju sebuah
tatanan kehidupan yang semakin baik dan
mensejahterakan masyarakat, hendaknya se-
nantiasa melibatkan diri dalam setiap upaya
konkrit untuk menuju tercapainya tujuan na-
sional yakni tercapainya masyarakat adil dan
makmur berdasarkan pada Pancasila.
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